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   ix   Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 2. Vokal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:     3. Maddah      4. Ta marbu>t}ah Ta marbu>t}ah harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya [t]. Ta marbu>t}ah harkat sukun, transliterasinya [h]. Ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). ا = tidak dilambangkan د = d ض = d} ك= k ب = b ذ = z\ ط = t} ل = l ت = t ر = r ظ = z} م = m ث = s\ ز = z ع = ‘ ن = n ج = j س = s غ = g و = w ح= h} ش = sy ف = f ھ = h خ = kh ص = s} ق = q ي = y Huruf Tanda Huruf Tanda a  ْNَـ ai  َا i  ِNـ ii  ِا u Rـُــ uu  ُا Nama Harkat dan Huruf fath}ah dan alif atau ya َ ... ا َ ... | ى  kasrah dan ya  ِ◌Nـ  d}ammah dan wau Rـُــ Huruf   a> i> u> Nama a dan garis di atas i dan garis di atas u dan garis di atas 
   x  5. Syaddah (Tasydi>d)  (  ٌ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ّNِـــــ), ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 6. Kata Sandang لا  (alif lam ma‘rifah), ditransliterasi seperti biasa, al-, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 7. Hamzah Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.  B. Singkatan Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: a. swt.  = subha>nahu> wa ta’a>la> b. saw.  = sallalla>h ‘alaihi wa sallam c. a.s.  = ‘alaihi al-sala>m d. r.a.  = radiyallahu anhu e. H  = Hijriyah f. M  = Masehi g. QS ... /…: 1 = QS al-Fa>tihah/01 :1          ABSTRAK Nama Penyusun :  Supriadi 
   xi  Nim :  10200108070 Judul : Penetapan Standar Harga Jual Beli dalam Konsep Ekonomi Islam   Penetapan standar harga jual beli dalam dunia ekonomi adalah merupakan suatu hal yang sangat vital, karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak, hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian kalangan dalam menentukan harga tinggi yang memunculkan ketidak adilan harga, sehingga banyak memunculkan permasalahan dalam penentuan harga. Berdasarkan hal tersebut diatas memunculkan permasalahan yang harus dijawab oleh semua kalangan termasuk umat Islam dan para Akademis. Sehingga dalam penulisan ini kami mencoba merumuskan suatu permasalahan yang membahas tentang penetapan standar harga jual beli dalam pandangan ekonomi Islam. Yaitu, bagaimana penetapan standar harga jual beli dalam konsep ekonomi Islam dan bagaimana pemikiran Ulama tentang keadilan harga dalam jual beli. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan library research di mana sumber data penelitian dari berbagai buku literatur dan data lain yang mendukung penulisan ini meliputi: data primer dan data skunder. Dan adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis, pedekatan sosiologis dan pendekatan ekonomi Islam. Hal yang menjadi bagian yang sangat menentukan  dalam penulisan ini adalah metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu mencoba menarik kesimpulan dari data fakta atau pendapat para ahli tentunya yang berkaitan dengan objek kajian yang diteliti.  Dari rentetan proses penelitian tersebut diatas maka akhirnya diperoleh  suatu analisa bahwa : penetapan standar harga jual beli dalam konsep ekonomi Islam pada dasarnya merupakan cara yang dilakukan untuk menetapkan standar harga berdasarkan syariat Islam yang tidak menimbulkan suatu kemudaratan atau kebatilan untuk mencapai Maqasid syariah guna mencapai falah. Pemikiran Ulama tentang keadilan harga dalam jual beli dimaksudkan untuk menjaga hak dari semua pihak yang berkenaan dengan moralitas dalam penetapan harga yang pada akhirnya mewujudkan integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas untuk mencapai keadilan harga sesuai dengan kebutuhan masa kini. Oleh karenanya kedepanya diharapkan penetapan standarhargajualbelimengacupadasyariat yang telah di gambarkanolehparaulama agar tercapaikeadilanharga. Key word: Standar harga, Jual beli, dan Ekonomi Islam.  
 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah   Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia harus tolong-menolong dan bekerja sama.1 Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah saling memberi dan menerima.   Pada mulanya, manusia bertukar menukar barang dengan barang, jasa dengan barang atau sebaliknya secara langsung yang disebut barter.2 Sistem pertukaran ini tidak memiliki ukuran yang tepat dan pasti, penyebabnya adalah tidak adanya alat pertukaran (uang). Selain itu, transaksi seperti ini hanya bisa terjadi jika antara penjual dan pembeli saling membutuhkan barang yang tidak dimiliki serta mereka suka sama suka untuk melakukan pertukaran. Dalam perkembangannya, pertukaran seperti ini mengakibatkan ketidak adilan karena barang yang dijual tidak senilai dengan barang yang dibeli dan barang yang dibeli tidak senilai denga alat tukar yang diberikan sehingga sering terjadi kesalapahaman antara penjual dan pembeli dalam masalah ukuran.  Kemudian muncullah uang logam sebagai alat tukar dengan standar nilai emas dan perak.Ada sejumlah alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang yaitu karena kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka dan dapat diterima secara                                                             1Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Granada Media Group, 2006), h. 240.  2Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Media Global Edukasi, 2007), h. 46. 
   2   umum di masyarakat. Namun di dalam perkembangannya uang dapat terbuat kertas disebabkan karena uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.3  Standar alat tukar (uang) sangat penting untuk menentukan sesuatu harga yang setara dalam jual beli, karena jika harga itu senilai dengan barang yang dibeli pembeli dan nilai barang itu seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima atau ijab qabu>l yang sah sertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS An-Nisa>/4 : 29.  $ yγ •ƒ r'¯≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ# u Ÿω (# þθ è=à2ù' s? Ν ä3s9≡ uθ øΒ r& Μà6 oΨ ÷t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $ Î/ Hω Î) β r& šχθä3s? ¸οt≈ pgÏB tã <Ú#t s? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿω uρ (# þθè=çF ø)s? öΝ ä3|¡ àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪    Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.4 Oleh sebab itu, harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara bati>l yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.                                                              3Mustafa Edwin Nasution, op. cit., h. 241. 4Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007), h. 84. 
   3    Di dalam pasar sempurna, harga dipengaruhi oleh permintaan (demand) dan penawaran (suplay) antara penjual dan pembeli. Pembeli memberikan permintaan atas sifat barang yang akan dibeli, sedangkan penjual menawarkan nilai barang yang akan dijual. Pertukaran antara nilai keduanya adalah suatu keseimbangan harga (equilibrium).5 Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan dan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa jika penduduk menjual barang secara normal (al-waj}h al-ma’ru>f) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan suplay) atau dikarenakan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand), kenaikan harga tersebut merupaka kehendak Allah swt. Dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang meraka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (ikrah bi ghairi h}aq).6  Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasullullah saw., karena ia sangat menghargai harga yang adil yaitu harga yang terjadi atas mekanisme pasar yang bebas. Rasullullah saw. menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Akan tetapi, Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar.Sering kali dalam inspeksinya beliau menemukan praktek bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau menegurnya.                                                            5Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Media Global Edukasi, 2007), h. 77. 6Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 358. 
   4    Selain itu pengaruh hak milik dalam suatu negara juga perlu diatur, hal ini bertujuan untuk menghindari praktek monopoli yang dilakukan oleh sebagian orang. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kuasa penuh atas pengelolaan sumber daya alam yang ada, seperti tambang garam, gas, listik dan air untuk kemaslahan orang banyak. Negara tidak boleh memberikannya kepada orang tertentu, meskipun semua orang boleh memanfaatkan secara bersama sama sesuai dengan keperluan.7  Berbeda dengan harta milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakannya, misalnya adalah kharaj yang hanya boleh diberikan kepada petani saja sedang yang lain tidak ataupun harta kharaj yang hanya digunakan untuk membeli senjata.8 Memang dalam hal ini, ada perbedaan pengaturan oleh negara antara hak milik individu, umum dan negara.  Untuk itu, perlu merelevansikan pemikiran Ibnu Taimiyah yang syarat denga syari’at Islam untuk kembali dikaji dan dapat diterapkan pada masa sekarang dengan melihat berbagai fonomena yang terjadi di Indonesia, mulai dari naik turunnya harga kebutuhan pokok, harga elektronik dan harga BBM yang merupakan akibat dari resesi ekonomi global dan naik turunnya harga minyak dunia.   Beberapa permasalahan di atas yang mendasari penulis untuk meneliti sebuah pemikiran ekonomi Islam tentang keadilan dan regulasi harga permasalahan di Indonesia, disebabkan dikeluarkannya umat Islam dari norma norma yang berlaku dalam Islam dan lebih memilih untuk menerapkan sistem konvensional atau kapitalis ketimbang ekonomi Islam yang sudah jelas sesuai dengan fitrah manusia.                                                              7Ibid., h. 113.  8Ibid., h.115. 
   5   B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini pokok permasalahan adalah bagaimana penetapan harga standar jual beli dalam konsep ekonomi Islam? dari pokok permasalahan tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut:  1. Bagaimana penetapan standar harga jual beli dalam konsep ekonomi Islam? 2. Bagaimana pendapat ulama tentang keadilan harga dalam jual beli? C. Definisi Operasional Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang sebenarnya dari judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul ini. Penetapan menurut terjemahan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Artinya adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan); pelaksanaan (janji, kewajiban, tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus; Standar dalam kamus besar bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; pembakuan. Harga menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penentuan nilai uang-barang dan harga barang.  Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Jual beli menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang 
   6   diterima dari orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab qabul.9 Dan pengertian jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupunbahasa Arab. Dalam Bahasa Arab jual beli (DEF) merupakan bentuk kata benda dari (عHF).Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan ءاKL , yaitu bentuk kata benda dari kata ىKL yang artinya membeli. Namun pada umumnya kata-kata tersebut sudah mencakup keduanya. Dengan demikian kata DEF yang berarti jual dan sekaligus dapat berarti beli.10 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: jauh ke bawah (dari permukaan); jauh masuk ke tengah (dari tepi):, paham benar-benar  ilmu pengetahuan dan sebagainya, bagian yang di dalam, bukan bagian luar, lingkungan daerah (negeri, keluarga) sendiri. Konsep dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan rancangan atau buram surat ;  ide atau pengertian yg diabstrakkan dari peristiwa konkret: satu istilah dapat mengandung dua yang berbeda; Gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yangg ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain membuat konsep (rancangan). Ekonomi Islam dalam  kamus besar bahasa Indonesia dan Ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan);                                                              9Ahmad IsaAsyar, Fiqh Islam Praktis  (Solo : Pustaka Mantiq, 1995), h. 17.  10Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Arab Indonesia) (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 124.   
   7   pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya  yang berharga;  tata kehidupan perekonomian (suatu negara)  urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara). Islam adalah agama pembawa keselamatan yang berasal dari Allah dan yang menjadi patokan dalam pelaksanaannya adalah al-Qur’an dan hadis.  Jadi secara umum  definisi dari judul skripsi ini adalah membahas  tentang pedoman pelaksanaan penilaian suatu barang dalam lingkaran tukar menukar barang dalam rancangan ilmu ekonomi yang berdasar  al-Qur’an dan hadis. D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan a. Untuk mengetahui penetapan standar harga jual beli dalam konsep ekonomi Islam b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran ulama dengan keadilan harga dalam jual beli dimasa sekarang 2. Manfaat penelitian  a. Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dalam hal standar harga jual beli di masa sekarang. b. Sebagai bahan rujukan dalam meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam lagi tentang relevansi pemikiran ulama dalam menetapkan standar harga jual beli. E. Sistematika Penulisan Skripsi   Adapun hal yang menjadi bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini meliputi: Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pengertian judul, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi, sebagai gambaran pada bab-bab yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Bab II merupakan sebuah pandangan atau tinjauan pustaka tentang hal yang menjadi obyek penelitian berupa pandangan dari buku, atau pandangan dari kalangan 
   8   cendikiawan terhadap obyek penelitian yang terdiri dari pandangan ulama tentang harga, mekanisme harga dan kaidah tentang hal tersebut.  Bab III merupakan sebuah bab yang membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pendekatan dan metode analisis data.  Bab IV merupakan sebuah bab yang terpenting dalam skripsi ini karena membahas tentang obyek penelitian atau hasil penelitian yang terdiri dari penetapan standar harga jual beli dalam konsep ekonomi Islam dan relevansi pemikiran ulama dengan keadilan harga dalam jual beli di masa sekarang.  Bab V adalah merupakan sebuah kesimpulan dari seluruh bab-bab sebelumnya yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi.          
 9 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam Kegiatan berbisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Dalam Bahasa Arab jual beli (!"#) merupakan bentuk kata benda dari (ع&#). Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan ءا*+ , yaitu bentuk kata benda dari kata ى*+ yang artinya membeli. Namun pada umumnya kata-kata tersebut sudah mencakup keduanya. Dengan demikian, kata !"# yang berarti jual dan sekaligus dapat berarti beli.  Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab qabu>l.1 Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.2 Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.                                                            1Syaikh Muhammad bin Qa>sim al-Gazy, Study Fiqh Islam Versi Pesantren, terj. HufafIibrary (Cet. I; Surabaya: Tiga Dua, 1994), h. 6.   2W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 32. 
   10    Menurut pendapat para ulama tentang pengertian jual beli yakni: Menurut  Syaikh Muhammad bin Qa>sim al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.  Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diijinkan oleh agama atau dengan cara yang dapat dibenarkan.  Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling memiliki. Menurut ulama Malikiyah, jual beli ada yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannnya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada  Menurut pendapat para ulama tentang pengertian jual beli yakni,  Menurut Syaikh Muhammad bin Qa>sim al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.3                                                              3Ahmad Isa Asyar, Fiqh Islam Praktis (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), h. 17. 
   11   Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang jual beli,4 di antaranya dalam surah al-Ba>qarah/2: 275 yang berbunyi:  š Ï% ©! $# tβθ è=à2 ù' tƒ (#4θ t/Ìh9 $# Ÿω tβθ ãΒθ à)tƒ āω Î) $ yϑx. ãΠθà)tƒ ” Ï% ©! $# çµäÜ¬6y‚ tFtƒ ß≈ sÜø‹¤±9 $# z ÏΒ Äb§ yϑø9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ ¯Ρ r' Î/ (#þθ ä9$ s% $ yϑ¯Ρ Î) ßìø‹t7ø9 $# ã≅ ÷WÏΒ (#4θ t/Ìh9 $# 3 ¨≅ ym r& uρ ª! $# yì ø‹t7ø9 $# tΠ§ym uρ (#4θ t/Ìh9 $# 4  yϑsù …çν u !% y` ×πsà Ïãöθ tΒ  ÏiΒ ÏµÎn/§‘ 4‘ yγ tFΡ $ sù …ã& s# sù $ tΒ y# n=y™ ÿ…çν ãøΒ r& uρ ’ n<Î) «!$# ( ï∅ tΒuρ yŠ$ tã y7 Í×¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ pκ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz  Terjemahnya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.5 Pada ayat ini orang-orang diperintahkan Allah swt. untuk memelihara dan berlindung dari siksa api neraka dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba.                                                            4 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 113. 5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 48. 
   12   Di samping ayat tersebut Allah juga berfirman dalam QS an-Nisa>’/4: 29 yang berbunyi:  $ yγ •ƒ r'¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (# þθ è=à2ù' s? Ν ä3s9≡ uθøΒ r& Μà6 oΨ ÷t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $ Î/ HωÎ) β r& šχθä3s? ¸οt≈ pgÏB  tã <Ú#t s? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿω uρ (# þθ è=çF ø)s? öΝ ä3|¡ à%Ρr& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪     Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.6  Begitu pula dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwasannya Nabi saw. ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab:   ﻦﻋ : ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ماﺰﺣ ﻦﺑ ﻢﻴﻜﺣ ﺚﻳﺪﺣ لﺎﻗ ﻢّﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ّﻲﺒﻨﻟا ﻢﻟﺎﻣ رﺎﻴﺨﻟﺎﺑ نﺎﻌﻴﺒﻟاﺎﻤﻬﻌﻴﺑ ﺔﻛﺮﺑ ﺖﻘﺤﻣ ﺎﻤﺘﻛو ﺎﺑﺬﻛ نإو ﺎﻤﻬﻌﻴﺑ ﻲﻓ ﺎﻤﻬﻟ كرﻮﺑ ﺎﻨﻴﺑو ﺎﻗﺪﺻ نﺈﻓ ﺎﻗﺮﻔﺘﻳ ((7  Artinya Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra. katanya: Nabi saw. bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya‛. (HR. Ahmad)                                                            6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84. 7 Ima>m Ah}mad bin Hambal, Musnad Ima>m Ah}mad bin Hambal asy-Syamiyin Jil. 4 (Beirut, Libanon: Da>r- Al-kutub Al-Ilmiah, t.t.), h. 284. 
   13   Di samping hadis tersebut Nabi juga bersabda dalam hadis lain yang berbunyi:   ﻩﺪﺟ ﻦﻋ ﺞﻳﺪﺧ ﻦﺑ ﻊﻓار ﻦﺑ ﺔﻋﺎﻓر ﻦﺑ ﺔﻳ ﺎﺒﻋ ﻦﻋ ﺮﻜﺑ ﻰﺑا ﻞﺋ و ﻦﻋ ّىدﻮﻌﺴﻤﻟا ﺎﻨﺛﺪﺣ ﺪﻳﺰﻳ ﺎﻨﺛﺪﺣﻦﺑ ﻊﻓار  روﺮﺒﻣ ﻊﻴﺑ ﻞﻛ و ﻩﺪﻴﺑ ﻞﺧﺮﻟا ﻞﻤﻋ لﺎﻗ ﺐﻴﻃا ﺐﺴﻜﻟا ّيا ﷲا لﻮﺳر ﺎﻳ ﻞﻴﻗ لﺎﻗ ﺞﻳﺪﺧ ﺪﻤﺣا ﻩاور)(8  Artinya: Nabi saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabru@r‛. (HR. Ah{mad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.9 Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa berhukum haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek ihtika>r (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Menurut pakar fiqh Maliki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus semacam itu, pedagang itu wajib menjual barang miliknya penentuan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi jual beli bisa menjadi makruh bahkan pada tingkatan haram, misalnya jual beli barang yang tidak bermanfaat, seperti rokok, itu                                                            8Ibid, h. 15842. 9Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75. 
   14   dikatakan sebagai jual beli yang makruh dan ada pula ulama yang mengatakan haram hukumnya.10 Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain : a. Mubah, ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara’.  b. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.  c. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).  d. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.  e. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara’.  f. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.11 Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah i<ja>b dan qabu>l yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa                                                            10Syaikh Muhammad bin Jamil dan Syaikh Khalid Syayi’, Hukum Rokok dalam Timbangan Al-Qur’an, Hadis, dan Medis (Jakarta; Pustaka Imam Nawawi, 2009), h. 39. 11Syamsul Rijal hamid, Buku Pintar Agama Islam (Jakarta: Penebar Salam, 1997), h. 18. 
   15   dengannya dalam bentuk saling memberikan (al-Ta’a>ti).12 Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari 1. Pihak-pihak yang berakad (al-‘a>qida>ni)  2. Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku i<ja>b dan qabu>l haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.  3. Adanya uang (harga) dan barang (ma‘qu>d‘ala) di perjualbelikan. 4. Adanya s}ighat akad (i<ja>b qabu>l)  I<ja>b dan qabu>l merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam i<ja>b dan qabu>l, yaitu: a.  I<ja>b dan qabu>l harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyi<z, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, i<ja>b dan qabu>l harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.  b.  I<ja>b dan qabu>l harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.                                                             12Wahbah az-Z{uhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatu>hu (Beirut: Da>r al-Fikr, 1989), h. 347. 
   16   c.  I<ja>b dan qabu>l harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada i<ja>b oleh pihak yang tidak hadir.  I<ja>b dan qabu>l (s}ig>at akad) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:  a. Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.  b. Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.  c. Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis13 Di samping harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat syarat sah, menurut ulama’ Hanafiyah, akad tersebut fa>sid. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulam Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi                                                            13Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68-70 
   17   syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiya>r untuk menetapkan maupun membatalkan14 Islam tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi.15 Manusia muslim, individu muslim, individu dengan kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar- besarnya. Namun, di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. B. Konsep Harga dalam Ekonomi Islam 1. Definisi Harga Peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi di pasar. Peranan harga bagi perekonomian secara makro, konsumen, dan perusahaan adalah: a. Bagi perekonomian. Harga produk memengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam system perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik baagi investasi modal, dan seterusnya.                                                            14 R. Abdul Djamil, Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 141-142. 15Yu>su>f Qard}hawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 51. 
   18   b. Bagi konsumen. Dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti (citra merek, lokasi toko, layanan, nilai (value) dan kualitas). Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori specially product.16 Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang.  Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplay menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap "keperluan" akan perubahan dalam "pemasukan" dipandang sebagai hal yang lebih penting dari pada "harga" dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi "asal-usul" kebutuhan dan suplay.17 Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau                                                            16Gregorius Chandra, Strategi dan Program Pemasaran (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2002), h. 155. 17Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj.  M. Nastangin (Jakarta: PT Intermasa, 1992 ), h. 151. 
   19   kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.18 Adapun menurut Sunarya, harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli dan menikmati barang atau jasa yang ditawarkan.19 Harga juga menjadi penting karena akan menjadi patokan bagi konsumen untuk membeli produk dan sekaligus pada saat yang sama untuk menentukan berapa besar keuntungan yang diperoleh dalam berdagang.  Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu, kompensasi yang setara (’iwad} al-mis|l) dan harga yang setara antara dua jenis harga: Selanjutnya harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.20 Dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan ini, kompensasi da harga yang setara menjadi poin penting dalam hal menetapkan harga.  Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diijinkan oleh agama atau dengan cara yang dapat dibenarkan.  Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling memiliki. Menurut ulama Malikiyah, jual beli ada yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan                                                            18Deliyanti Oentoro, Manajemen Pemasaran Modern (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), h. 149. 19PO Abas Sunarya, Sudaryono, Asep Saefullah, Kewirausahaan (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), h. 241. 20A. Aislahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 93-94. 
   20   kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannnya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu. Menurut Hasbi ash-S}hiddieqy jual beli adalah akad yang berdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.21 Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha yang dilakukan.22  Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan di antara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi, dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) kepada penjual. Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntunan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan tentunya berdasarkan pada al-Qur’a>n                                                            21Ibid., h. 98. 22Abdullah  al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Ma> La>  Yasa’ at-Ta>jirah Jahluhu, terj. Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Islam  (Cet. IV; Jakarta: Darul Haq, 2013), h. 87. 
   21   dan Hadis Rasulullah saw.  Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam adalah sebagai berikut:    Menurut ijma’ para ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.23  Dalil-dalil tersebut di atas merupakan dasar atau landasan ataupun pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih terarah kepada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis Islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi terhindar dari praktik jual beli yang menimbulkan riba.24.  2. Penentuan Harga Penentuan harga menjadi sring sebagai bagian dari produk. Penentuan harga diartikan sebagai penentuan suatu harga (price) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas.25 Dapat disimpulkan bahwa, penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga produk merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya barang yang ditawarkan. Penentuan harga yang salah akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk di pasar.                                                             23Yu>su>f Qad}hawi, op. cit. h. 75. 24Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 75.   25Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 26-27. 
   22   Penentuan harga yang ditetapkan harus sesuai dengan tujuan usaha. Adapun tujuan penentuan harga adalah sebagai berikut: a. Untuk bertahan hidup Jika tujuan bisnis dalam menentukan harga adalah untuk bertahan hidup, penentuan harga dilakukan semurah mungkin. Tujuannya agar barang yang ditawarkan laku di pasaran dengan harga murah, tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. b. Untuk memaksimalkan laba. Keputusan strategi harga bertujuan agar penjualan meningkat, sehingga laba menjadi maksimal. Penetapan harga produk dapat tinggi atau dengan harga relative murah. c. Untuk memperbesar market share. Tujuan strategi penetapan harga adalah untuk memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Penetapan harga yang relatif murah diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan pelanggan perusahaan pesaing terdekat beralih ke produk yang ditawarkan. d. Mutu produk. Untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas para pesaing dekat. Umumnya harga yang ditetapkan setinggi mungkin karena ada anggapan bahwa produk yang ditawarkan berkualitas, sehingga produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga harga produk pesaing masih dinilai wajar. e. Karena pesaing. Strategi keputusan harga produk dilaakukansetelah melihat harga dari para pesaing, bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif 
   23   disbanding harga yang ditawarkan pesaing terdekat. Artinya, dapat melebihi atau lebih rendah disbanding harga produk yang sama dari para pesaing dekat.26 Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung dalam hasil berdagang. Tingkat harga yang ditetapkan memengaruhi kuantitas barang yang dijual. Selain itu, secara tidak langsung harga juga memengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena itu, penetapan harga memengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan yang sangat penting. Penentuan harga barang memerlukan tahapan-tahapan yang secara cermat sangat perlu diperhatikan. Beberapa tahapan tersebut sangat menentukan keberhasilan kebijakan harga di pasar. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: a) Mencapai penjualan  dan atau bagian pasar dengan proporsi tertentu b) Mencapai proporsi atau jumlah keuntungan tertentu. c) Memberikan efek tertentu terhadap persaingan, misalnya penetapan harga yang ditujukan untuk menjaga pesaing tidak masuk, dengan menekan harga serendah-rendahnya atau mengimbangi penawaran pesaing. d) Memberikan kepuasan kepada konsumen atau pembeli dengan membuat penetapan harga yang transparan, dan untuk mempertahankan pembeli. Prinsip dalam tujuan ini adalah kepuasan konsumen akan menjadi penentu bagi keberlangsungan penjualan dalam jangka panjang. e) Memberikan citra tertentu, dengan menetapkan harga tertentu agar citra produk tertentu bisa dicapai.27                                                            26Kasmir, Kewirausahaan (Cet. X; Jakarta; Rajawali Pers, 2014), h. 191-192. 
   24   3. Mekanisme Harga  Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.   Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yu>su>f adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah maka harga cenderung turun atau lebih rendah. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yu>su>f tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Fenomena  umum inilah yang kemudian dikritis oleh Abu Yu>su>f.28  Dalam literatur kontemporer, fenomena-fenomena yang berlaku pada masa Abu Yu>su>f dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya quatity yang diminta. Mengenai permintaan dapat digambarkan pada grafik berikut: Harga 40 D 30 Grafik. 1 20 10 D 0           200   300   400   500             Kuantitas          D= Demand/Permintaan                                                                                                                                                                      27Suharno dan Yudi Sutarso, Marketing in Practice (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 179.  28Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 17. 
   25     Grafik permintaan adalah garis yang menghubungkan antara harga dengan jumlah permintaan ke atas suatu barang. Pada grafik tersebut terlihat bahwa terjadi perubahan jumlah permintaan ke atas suatu barang pada berbagai tingkat harga tertentu. Apabila harga naik, maka jumlah permintaan ke atas suatu barang akan berkurang, dan sebaliknya. Sumbu tegak menggambarkan tingkat harga suatu barang tertentu, sedangkan sumbu datar adalah jumlah barang ang diminta, dan DD adalah kurva permintaan. Jika permintaan ditinjau dari sisi konsumen, maka penawaran ditinjau dari sisi produsen. Penawaran merupakan merupakan kebalikan dari permintaan, di mana produsen menginginkan bahwa pada harga tinggi jumlah penawaran ke atas suatu barang bertambah, dan sebaliknya pada harga rendah jumlah penawaraan ke atas suatu barang suatu barang berkurang.29 Dengan demikian, hukum penawaran adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah penawaran ke atas suatu barang. Apabila harga naik, maka jumlah penawaran bertambah. Harga S 40  30 Grafik. 2 20 10 S  0           200   300   400   500             Kuantitas  S= Supply/Penawaran                                                            29Wilson Bangun, Teori Ekonomi Mikro (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 24 
   26   Grafik penawaran adalah garis yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah penawaran ke atas suatu barang. Grafik penawaran dapat dilihat dari gambar di atas, sumbu tegak menunjukkan harga dan sumbu datar menunjukkan jumlah penawaran. 4. Kaidah Landasan Dalam Penetapan Harga Landasan yang digunakan dalam penetapan harga menggunakan kaidah Usul Fiqh yakni jika terjadi dua mafsadat yang bertentangan maka dipilihlah mafsadat yang lebih ringan.  ﺎﻤﻬﻔﺧأ بﺎﻜﺗرﺎﺑ ارﺮﺿ ﺎﻤﻬﻤﻈﻋأ ﻲﻋور نﺎﺗ ﺪﺴﻔﻣ ضرﺎﻌﺗ اذإ Artinya: Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.   Islam itu mudah maka tidak akan membebani umatnya selama hal itu memang untuk maslahat umum dan mencegah kemafsadatan, maka setiap hukum yang tertuang dalam syari'at Islam itu berorientasi untuk memelihara kemaslahatan dan mencegah mafsadat.30                                                                   30Asmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh ( Qawa>’idul Fiqhiyah) (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 30.   
27 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.1 1. Data primer  Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memenuhi pembahasan obyek penelitian, yang terdiri dari buku-buku yang berkenaan dengan konsep penetapan harga dalam Islam. 2. Data skunder   Data sekunder adalah data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menunjang selesainya penulisan skripsi seperti kamus, jurnal, dan artikel. B. Metode Pengumpulan Data Penelitian dalam skripsi ini akan menggunakan library research yaitu suatu penelitian melalui penelitian kepustakaan dari berbagai buku-buku literatur2 yang berkaitan dengan konsep penetapan harga dalam Islam serta hal yang terkait denganya. Dalam metode ini akan digunakan teknik kutipan yaitu kutipan langsung, yaitu penulis mengutip pendapat atau tulisan dari berbagai buku bacaan dengan sedikit menyimpang dari redaksi aslinya namun tidak mengurangi asli dan maksudnya.                                                            1Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 170. 2M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h. 11. 
   28  Metode pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang konsep pemikiran Hamka tentang tasawuf.  Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengumpulkan data- data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah internet (web). 2) Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji C. Metode Pendekatan  Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti.3 Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa walaupun masalah penelitiannya sama, tetapi kadang-kadang peneliti dapat memilih satu antara dua atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.4  Pedekatan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendekatan historis, yaitu pendekatan dengan melihat latarbelakang penetapan harga dalam sejarah Islam.                                                            3Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 66. 4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 108. 
   29  2) Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mengungkapkan dan memahami keadaan serta perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. 3) Pendekatan ekonomi Islam, yaitu pendekatan yang menggunakan pengamatan dan perkembangan penetapan harganya menurut prinsip ekonomi Islam. D. Analisis Data Analisis data yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis data penulis, dan bertolak dari kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan data fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan tentang objek yang dikaji. Selanjutnya dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data , maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisis data sebagai berikut: 1. Analisis deskriptif Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.5 Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.6 Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang telah diteliti. Dengan demikian skripsi akan berisi kutipan-kutipan data dan pengelolaan data untuk memberi gambaran penyajian skripsi ini.                                                            5Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik (Bandung: Tarsito, 1989), h. 139. 6Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 11. 
   30  2. Content analysis atau analisis isi Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Di mana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (content analysis).7  Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi yang dikutip Soejono dan Abdurrahman bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku tersebut ditulis.8 Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi adalah teknik teknik penelitian untuk membuat referensi-referensi yang dapat ditiru (replicable), dab s}ahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.9 Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajegan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi.                                                                 7Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 94. 8Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 14. 9Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 232. 
 31 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Penetapan Harga Dalam Sistem Ekonomi Islam Islam adalah agama yang selain bersifat syumuliyah (sempurna) juga harakiyah (dinamis). Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari’atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya. Pasar adalah tempat di mana antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki fungsi penting mengingat, jual beli merupakan salah satu aktifitas perekonomian yang “terakreditasi” dalam Islam. Attensi Islam terhadap jual beli sebagai salah satu sendi perekonomian dapat dilihat dalam   QS al-Ba>qarah/2: 275, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  ¨≅ ym r& uρ ª! $# yì ø‹t7ø9 $# tΠ §ym uρ (#4θ t/Ìh9 $# 4      Terjemahnya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.1                                                            1Departemen Agama RI, op. cit. h. 48 
   32   Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga. Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang tema ini menjadi sangat menarik dan urgen.  Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Tidak bisa disangkal, pasar merupakan faktor penting dalam sistem perekonomian masyarakat, juga masyarakat pada masa Rasulullah dan masa sahabat. Rasulullah yang notabe merupakan businessman, demikian juga beberapa sahabat yang dikenal sebagai saudagar, melakukan aktivitas berdagang mengikuti mekanisme pasar yang berjalan saat itu. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian, terbukti dengan adanya peranan pasar yang besar pada masa Rasulullah dan al- Khulafa' ar-Ra>syidîn.  Perekonomian merupakan salah satu saka guru kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan 
   33   pasar, sangat tergantung pada makanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Masyarakat luas memahami harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawaran saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, sebaliknya apabila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Hal tersebut yang sampai saat ini difahami oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Sebagaimana dengan pendapat Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (zhulm/injustice) dari para pedagang/penjual, sebagaimana banyak dipahami oleh orang pada waktu itu. Ia mengatakan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks.  Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (zhulm/injustice) dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah definisi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut mengalami kenaikan sementara ketersediaannya/penawarannya menurun, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang mengalami kenaikan dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Dalam konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri atas prinsip persaingan bebas. Namun bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus dengan aturan syari'ah.  Kebebasan ekonomi yang diberikan kepada manusia akan menentukan terbentuknya kepada manusia akan menentukan terbentuk atau tidak sistem pasar yang sempurna dengan prioritas 
   34   melakukan aktifitas secara bebas, kecuali ada aturan- aturan hukum Islam yang mengaturnya.  Ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam mekanisme pasar adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian ekonomi asasi-penggunaan, produksi dan pembagian- dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar. 2. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku yang sesuai yang menjadikan mekanisme pasar dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas. 3. Jika perlu, campur tangan negara dianggap sebagai unsur penting yang memperbanyak atau menggantikan mekanisme pasar, untuk memastikan agar tujuan ini benar-benar tercapai. Islam dalam masalah pasar mengakui tentang persaingan sempurna, karena asas teori Islam adalah persaingan yang sehat, bukannya persaingan monopoli seperti di bawah kapitalis.2 a. Islam dan Sistem Pasar Dewasa ini, secara umum dapat disampaikan bahwa kemunculan pesan moral Islam dan pencerahan teori pasar, dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan atas sistem sosialisme dan sekularisme. Meskipun tidak secara keseluruhan dari kedua sistem itu bertentangan dengan Islam. Namun Islam hendak menempatkan segala sesuatu sesuai pada porsinya, tidak ada yang dirugikan, dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari the holistic live kehidupan duniawi dan ukhrowi manusia.                                                            2Mursid, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 25. 
   35   Oleh sebab itu, sangat utama bagi umat Islam untuk secara kumulatif mencurahkan semua dukungannya kepada ide keberdayaan, kemajuan dan kecerahan peradaban bisnis dan perdagangan. Islam secara ketat memacu umatnya untuk bergiat dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks al-Qur’a>n selain memberikan stimulasi imperative untuk berdagang, dilain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition). Namun demikian, bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari’ah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela (antaradim minkum/mutual goodwill, Sebagaimana disebutkan dalam QS an-Nisa>’/4:29. Didukung pula oleh hadis} riwayat Abu Da>wud, Turmudzi, dan Ibnu Majjah dan as-Syaukani sebagai berikut:  BَDَE ﱠGHَ ُنBﱠKLَ BَDَE ﱠGHَ َMNَPْQَ RِTَأ VُTْ ُنBWَXْLُ BَDَE ﱠGHَ VِTْ YَِZَأ VْLَ \ٌTِBَE BَZ]ََN ْ^ َأ َMWََ_ َ`  VُTْ ُدB ﱠWHَ ُلcُ` َر َلBَefَ BَDَg ]ْ ﱢijََf ]ُiْ ﱢjgا lَmَ ِ ﱠﷲ َلcُ` َر Bَo ُسBﱠDgا َلBَq YٍَZَأ VْLَ GٌPْWَHَُو ُةَدBَuَqَو vٍِgBwَ  ﱢijَWُgْا cَُھ َ ﱠﷲ ﱠِنإ zَﱠ_ َ` َو {ِPَْ_Lَ ُ ﱠﷲ |ﱠ_}َ ِ ﱠﷲ َْنأ c~ُْرََ RﱢZِإَو ُقِزا ﱠ]gا ُ ِ` BَNgْا ُِTBَegْا ]ُ ٍلBwَ ََو ٍمَد Rِf MٍWََ_ْWَِT RِDُNِgBَُo zْُDْwِ GٌHََأ YَPَْgَو َ ﱠﷲ |َegَْأ  
   36   Artinya: Orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah, harga mulai mahal.Patoklah harga untuk kami!”Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta t(HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan asy-Syaukani).3 Selanjutnya pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan, sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana ayat berikut:  šÏ% ©!$# tβθ è=à2ù' tƒ (# 4θ t/ Ìh9 $# Ÿω tβθãΒθ à)tƒ āω Î) $ yϑx. ãΠθ à)tƒ ”Ï%©!$# çµäÜ ¬6 y‚ tFtƒ ß≈sÜ ø‹¤±9 $# z ÏΒ Äb§ yϑø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγ ¯Ρr' Î/ (# þθ ä9$ s% $ yϑ¯ΡÎ) ßìø‹ t7ø9 $# ã≅ ÷WÏΒ (# 4θ t/ Ìh9$# 3 ¨≅ ymr& uρ ª!$# yìø‹ t7 ø9$# tΠ § ym uρ (# 4θ t/ Ìh9$# 4  yϑsù …çνu !% y` ×πsà Ïãöθ tΒ  ÏiΒ  Ïµ În/ §‘ 4‘yγ tFΡ$ sù …ã& s#sù $tΒ y# n=y™ ÿ… çνã øΒr& uρ ’ n<Î) «!$# ( ï∅tΒ uρ yŠ$tã y7 Í×¯≈ s9 'ρé' sù Ü=≈ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ pκÏù šχρà$Î#≈ yz ∩⊄∠∈∪     Terjemahnya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.4                                                            3Ibn Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, terj. Irfan Maulana Hakim, Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), h. 327-328. 4Departemen Agama RI ,loc. cit.  
   37   Maka dari pada itu, transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk dalam riba dalam mencari keutamaan Allah bahkan mendapat dukungan yang kuat dalam agama, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Qas}as}/28:77.  ÆÆ tGö/ $# uρ !$ yϑ‹ Ïù š9 t?# u ª!$# u‘# ¤$!$# nοt Åz Fψ$# ( Ÿω uρ š[Ψs? y7 t7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( Å¡ ôm r& uρ !$ yϑŸ2 z|¡ ôm r& ª!$# šø‹ s9 Î) ( Ÿω uρ Æ ö7s? yŠ$ |¡ x& ø9 $# ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† t Ï‰Å¡ ø& ßϑø9 $#    Terjemahnya: Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah …5 b. Prinsip-Prinsip Mekanisme Pasar  Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:  Pertama, Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Hal ini sesuai dengan QS an-Nisa>’/4: 29: $ yγ •ƒ r'¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ# u Ÿω (# þθ è=à2ù' s? Ν ä3s9≡ uθ øΒ r& Μà6 oΨ ÷t/ È≅ ÏÜ≈t6 ø9 $ Î/ Hω Î) β r& šχθä3s? ¸οt≈ pgÏB  tã <Ú#t s? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿω uρ (# þθ è=çF ø)s? öΝ ä3|¡ à&Ρr& 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪                                                                 5Departemen Agama, op.cit. h. 395. 
   38   Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.6 Kedua, berdasarkan persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Ketiga, kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Keempat, keterbukaan (transparancy) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. c. Harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk Negara dalam hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistic dan lainya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana                                                            6Ibid., h. 84. 
   39   memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila termasuk investor (jika dalam pasar modal) dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang sama atas keseluruhan informasi yang tersedia. Dengan kata lain, tidak ada insider information. Inilah pola normal dari pasar yang dalam istilah Al-Ghozali berkaitan dengan ilustrasi dari evolusi pasar. Selanjutnya C. Adam Smith menyatakan serahkan saja pada invisible hand dan dunia akan teratur dengan sendirinya. Prinsip invisible hand yaitu, dimana pasar cenderung akan mengarahkan setiap individu untuk mengejar dan mengerjakan yang terbaik untuk kepentingannya sendiri, yang pada akhirnya juga akan menghasilkan yang terbaik untuk seluruh individu. Dari pemahaman itu, harga dari sebuah komoditas baik barang maupun jasa ditentukan oleh kualitas dan kuantitas penawaran dan permintaan. Hal ini sesuai dengan hadis} yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu nabi bersabda: Artinya, “Bahwa Allah adalah Dzat yang mencabut dan memberi sesuatu, Dzat yang memberi rezeki dan penentu harga.” (HR. Abu Daud).7 Dari hadis} itu, dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah saw meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penetapan harga menurut Rasul                                                            7Ibn Hajar al-Asqalany, loc. cit.,  h. 328.  
   40   merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridloannya. Dengan demikian, pemerintah tidak mewakili wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal.Ibnu Taimiyah mengatakan, jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah. Harus diyakini bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat.Keadaan darurat disini dapat diartikan jika pasar tidak terjadi dalam keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi secara fair (market failure). Beberapa contoh klasik dari kondisi market failure antara lain: informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, kepastian institusional, masalah eksternalitas (termasuk pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan) serta masalah dalam distribusi. Jika kondisi demikian ini terjadi, maka akan terjadi pasar tidak sempurna atau disebut dengan istilah Market Imperfection. 1. Market Imperfection (Pengaruh Pasar) Efisiensi pasar dapat tidak tercapai jika pasar adalah tidak sempurna (market imperfection) yang disebabkan oleh: a) Kekuatan pasar; yang memiliki kekuatan pasar dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. b) Eksternalitas; aktivitas konsumsi/produksi yang mempengaruhi pihak lain, tidak tercermin di pasar. c) Barang publik; non-exclusive and non-rival good in consumption. 
   41   d) Informasi tidak sempurna; menyebabkan inefisiensi dalam permintaan dan penawaran.8 Dalam Islam, ketidaksempurnaan diatas diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar atau disebut dengan Islamic Market Imperfection 2. Islamic Market Imperfection (Pengaruh Pasar Islam) Islamic Market Imperfection terdiri dari beberapa perbuatan sebagaimana berikut:9 a) Rekayasa Supply dan Demand • Ba’i Najasy; produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga orang akan terpengaruh. • Ikhtikar; mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik. b) Tadlis (Penipuan) • Tadlis kuantitas • Tadlis kualitas • Tadlis harga d. Intervensi Pasar Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat.Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non-                                                           8Adiwarman Azwar Karim, Concept of Islamic Economy (International Institute of Islamic Economic, Islamabad, Pakistan, 1989), h. 71. 9 Ibid., h. 72. 
   42   alamiah.  Pada umumnya intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (market intervention) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non almiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan dengan intervensi harga di pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: 1. Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. 2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fuqoha’ untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. 3. Terjadi keadaan al hasr (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. 4. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal. 
   43   5. Produsen menawarkan produk-nya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. 6. Pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut. Sementara itu tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi 1374 M adalah sebagai berikut: 1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat 2. Untuk mencegah ikhtikar dan ghaban faa-hisy. 3. Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Bagi Mannan, Regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah) memiliki 3 fungsi: 1. Fungsi ekonomi: berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. 2. Fungsi sosial: mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. 3. Fungsi moral: Upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian e. Hisbah dan Pengawasan Pasar Ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang mekanisme pasar, transaksi dan perdagangan, namun Islam juga menyediakan mekanisme pengawasan (pengawasan pasar) agar tercipta law enforcement terhadap aturan-aturan tersebut. Lembaga yang bertugas dalam mengawasi pasar adalah Hisbah. Hisbah menurut Imam Mawardi dan 
   44   Abu Ya’la merupakan sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati, selain itu lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan. Hisbah mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintahan Ummar bin Khattab dengan cara “menunjuk seorang perempuan untuk mengawasi pasar dari tindakan-tindakan penipuan.” Para intelektual muslim membagi pengawasan pasar ini dalam dua jenjang, yaitu internal yang berpusat dari pemahaman personal terhadap syari’at terkait dengan transaksi, perdagangan dan segala hal berkenaan dengan mekanisme pasar yang bersumber dari Al Qur’an, al Hadis dan pendapat para ulama. Sementara pengawasan secara eksternal dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya di luar diri para pelaku pasar. Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat. Salah satu lembaga yang semestinya dibentuk untuk mengawasi pasar menurut Islam adalah Hisbah. Meskipun demikian sebenarnya pengawasan dapat dilakukan oleh semua orang sebagaimana sabda Rosulullah saw. tentang perintah untuk menindak kemungkaran. Terkait dengan mencegah terjadinya kemungkaran ini salah satu wewenang lembaga hisbah adalah pencegahan penipuan di pasar, seperti masalah kecurangan dalam timbangan, ukuran maupun pencegahan penjualan barang yang rusak serta tindakan-tindakan yang merusak moralLandasan Hisbah sebagaimana diterapkan oleh Rosulullah adalah hadith yang menceritakan ketika Rasulullah melakukan inspeksi pasar dan menemukan pelanggaran di pasar karena meletakkan kurma yang basah di bawah di atas tumpukan kurma kering, sehingga dapat menutupi informasi bagi pembeli 
   45   tentang kualitas kurma. Dari itu kemudian Rasulullah menegaskan bahwa praktek yang demikian adalah dilarang dalam Islam.  Sementara dalam Al Qur’an dapat kita lihat pada QS A<li-Imra>n/3: 104.  ä3tF ø9 uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ã ô‰tƒ ’ n<Î) Îösƒø: $# tβρããΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã ÷è pRùQ $ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í×¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθßs Î=ø& ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪     Terjemahnya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.10 f. Mekanisme Pasar Dalam Sejarah Islam 1. Masa Rasulullah saw. Dalam ekonomi Islam, hal-hal yang tetap dalam harga yang sama ditentukan oleh operasi bebas kekuatan pasar. Nabi Muhammad saw. tidak menganjurkan campur tangan apa pun dalam proses penetuan harga oleh negara atau individual. Di samping menolak untuk mengambil aksi langsung apa pun, beliau melarang praktek-praktek bisnis yang dapat membawa kepada kekurangan pasar. Dengan demikian, Nabi Muhammad saw. menghapuskan pengaruh kekuatan ekonomi atas mekanisme harga. Dalam hal penentuan harga, pada masa pemerintahan Nabi Muhammad saw. ditentukan melalui mekanisme pasar. Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah saw. Para sahabat mengatakan:11                                                            10Departemen Agama RI, op. cit., h. 64. 11Adiwarman Azwar Karim, op. cit., h. 25. 
   46   “Wahai Rasulullah, tentukanlah harga (ta’sir) untuk kita. Beliau menjawab: “Allah swt. itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharap dapat menemui Tuhanku dimana salah satu diantara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.” Hadis} di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. melarang adanya intervensi harga dari siapapun juga. Praktek-praktek dalam mengintervensi harga adalah perbuatan yang terlarang. Selain melarang adanya intervensi harga, ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah saw. untuk menjaga agar seseorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya seperti larangan menukar kualitas mutu barang dengan kualitas rendah dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagangan. Beberapa larangan lainnya adalah: a) Larangan Najsy Najsy adalah sebuah praktek dagang dimana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau menawar dengan harga yang tinggi calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. Najsy dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli. Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli (H.R. Tirmidzi). b) Larangan Bay‘ Ba’d}h ‘Ala Ba’d}h Praktek bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah melarang 
   47   praktek semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan. c) Larangan Tallaqi Al-Rukban Praktek ini adalah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga.Beliau memerintahkan agar barang-barang langsung dibawa ke pasar, sehingga penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami. d) Larangan Ihtinaz dan Ihtikar Ihtinaz adalah praktek penimbunan harta seperti emas, perak dan lain sebagainya. Sedangkan ihtikar adalah penimbunan barang-barang seprti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya sangat dilarang dan dicela dalam Islam seperti yang difirmankan Allah swt. dalam QS at-Taubah/9: 34-35. * $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ# u ¨β Î) # ZÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6 ômF{ $# Èβ$t7 ÷δ ”9$# uρ tβθ è=ä. ù' u‹s9 tΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $ Î/ šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ tã È≅‹Î6 y™ «!$# 3 š Ï%©!$# uρ šχρã”É∴ õ3tƒ |= yδ ©%!$# sπ āÒ Ï& ø9 $# uρ Ÿω uρ $ pκtΞθ à) Ï&Ζãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ν èδ ÷Åe³t7 sù A>#x‹yè Î/ 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊆∪   tΠ öθtƒ 4‘yϑøtä† $ yγ øŠn=tæ ’Îû Í‘$ tΡ zΟ¨Ζyγ y_ 2”uθ õ3çGsù $ pκÍ5 öΝ ßγ èδ$t6 Å_ öΝ åκæ5θ ãΖã_ uρ öΝ èδ â‘θßγ àß uρ ( # x‹≈ yδ $ tΒ öΝ è?÷”t∴ Ÿ2 ö/ ä3Å¡à&ΡL{ (#θ è%ρä‹sù $ tΒ ÷ΛäΖä. šχρâ“ ÏΨ õ3s? ∩⊂∈∪     Terjemahnya: 
   48   Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."12 Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa praktek penimbunan baik yang berbentuk uang tunai maupun barang sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam.Bahaya dari praktek ihtikar dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar sehingga harga barang menjadi naik. 2. Masa Khulafaurrasyidin Khalifah pertama yang ditunjuk untuk memegang tampuk pemerintahan setelah Rasulullah saw. wafat adalah Abu bakar As-S}iddiq. Tidak banyak diketahui kebijakan-kebijakan baru mengenai harga yang dibuat oleh Abu Bakar. Namun demikian sebagai seorang fukaha yang berprofesi sebagai seorang pedagang, Abu Bakar menjalankan praktek perdagangan secara syariah termasuk masalah kebijakan tentang harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Rasulullah saw. Setelah Abu Bakar wafat, tampuk pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Selama sepuluh tahun pemerintahannya, Umar bin Khattab benar-benar menerapkan ekonomi syariah yang bersumber kepada al-Qur’a>n dan Hadis}. Hal ini dapat dilihat dari peringatan keras Umar bin Khattab terhadap segala praktek penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Beliau tidak                                                            12Departemen Agama RI, op. cit., h. 193. 
   49   memperbolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk ditimbun.13 Umar bin Khattab mengadakan dan menjalankan hisbah yang telah dirintis sejak zaman Rasulullah saw. Selain itu, beliau juga mengambil inisiatif untuk melakukan operasi pasar pada saat terjadi kelaparan yang dasyat di Madinah. Khalifah ketiga adalah Ustman bin Affan. Sebagai seorang fukaha, beliau mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap penegakan hukum termasuk hukum tentang ekonomi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. dan khalifah-khalifah sebelumnya. Dalam hal kebijakan harga, beliau tidak menyerahkan penentuan harga ke tangan pengusaha. Utsman bin Affan selalu berusaha untuk tetap mendapatkan informasi tentang situasi harga bahkan harga barang yang sulit dijangkau. Jika beliau mengetahui ada pedagang-pedagang yang ingin menimbun makanan atau menjualnya dengan harga yang mahal, maka beliau akan mengirimkan kafilah-kafilah untuk mengambil bahan makanan tersebut dengan tujuan untuk merusak praktek penimbunan dan permainan harga yang akan dilakukan oleh para pedagang tersebut. Hal-hal yang dilakukan oleh khalifah merupakan suatu upaya preventif yang dilakukan untuk mengontrol harga agar tidak menjadi beban bagi masyarakat dan menghindari adanya distorsi harga. Setelah kepemimpinan Utsman bin Affan, tampuk kekhalifahan diduduki oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintahan Islam. Ketika mata uang masih diimpor, kaum muslimin hanya mengontrol kualitas uang                                                            13Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 54. 
   50   impor.Namun setelah mencetak uang sendiri, kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran yang ada. 3. Masa Umayyah Mulai pada masa pemerintahan Daulah Umayyah ditemukan banyak buku-buku yang ditulis para fukaha (jurist), sufis dan philosophers yang menunjukkan berkembangnya peradaban Islam. Buku-buku yang mereka tulis sebenarnya bersifat komprehensif dan tidak secara khusus membahas tentang sitem ekonomi. Walaupun demikian, beberapa orang diantara para fukaha tersebut memberikan kontribusi bagi sistem ekonomi Islam dan Abu Yusuf merupakan salah satu diantaranya. Abu> Yu>suf (113-182 H/731-798 M) hidup semasa pemerintahan khalifah Bani Umayyah mulai dari Khalifah Hisyam (105 H/742 M). Beliau merupakan fukaha pertama yang secara eksklusif menekuni masalah tentang kebijaksanaan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.14 Pemahaman masyarakat pada zaman Abu> Yu>suf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja di mana pada saat barang yang tersedia sedikit maka harga barang tersebut akan menjadi mahal dan sebaliknya, bila barang yang tersedia banyak maka harga barang tersebut akan menjadi turun atau murah. Pemahaman masyarakat itu kemudian dibantah oleh Abu> Yu>suf dan menyatakan sebagai berikut, karena pada kenyatannya terkadang pada saat persediaan barang hanya sedikit tidak membuat harga barang tersebut menjadi naik/mahal. Sebaliknya, pada saat persediaan barang melimpah, harga barang tersebut belum tentu menjadi murah. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Abu>                                                            14Ibid., h. 56. 
   51   Yu>suf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persedian barang (supply) dan harga. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung kepada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan-penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan-penurunan permintaan ataupun penurunan- peningkatan dalam produksi.15 Abu> Yu>suf mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah ataupun mahal. Harga barang/makanan murah bukan dikarenakan melimpahnya jumlah barang atau makanan. Begitu pula, mahalnya harga barang atau makanan tidak disebabkan karena kelangkaan jumlah barang atau makanan. Murah dan mahal harga suatu barang merupakan ketentuan Allah. Abu> Yu>suf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang atau makanan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci variabel tersebut. Namun demikian, pernyataan Abu Yusuf tersebut tidak menyangkal pengaruh permintaan dan penawaran dalam penentuan suatu harga.16 4. Dinasti Abasiyyah I a) Ahmad bin Hambal (164-241 H / 780-855 M) Imam Hambali adalah imam dari mazhab ke-4 yang terbesar.Beberapa hal yang dibahas secara rinci oleh beliau adalah mengenai mashlahah, tujuan syariah dan kebebasan menerima cara-cara untuk mencapai tujuan syariah tersebut.                                                            15Mustofa Edwin Nasution, dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 18. 16Ibid. 
   52   Salah satu pandangan Imam Hambali adalah pendekatan Islami untuk memelihara persaingan yang adil di pasar. Imam Hambali mencela pembelian dari seorang penjual yang menurunkan harga barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari saingannya. Alasan beliau adalah jika penurunan harga barang seperti ini dibiarkan, maka akan menempatkan penjual yang menurunkan harga tersebut pada posisi monopoli yang akhirnya dapat mendikte harga semaunya. Imam Hambali menghendaki campur tangan dalam kasus seperti ini untuk mencegah terjadinya monopoli.17 b) Imam Al-Ghazali (451-505 H / 1055-1111 M) Al-Gahzali hidup semasa khalifah Al-Qa>’im (422 H/1031 M) sampai khalifah Al-Mustazhhir (487 H/1094 M). Al-Ghazali mengutuk penimbunan uang dengan alasan bahwa uang dirancang untuk memudahkan pertukaran dan praktek penimbunan uang dapat menghalangi proses pertukaran tersebut. Sumbangan Al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi adalah beliau telah berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami”. Secara rinci ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar, yaitu:18 Dapat saja petani hidup ditempat alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alamiah mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat                                                            17Adiwarman A. Karim, op.cit., h. 44. 18Ibid., h. 57. 
   53   tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah oleh karena itu, secara alami pula orang akan akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian diphak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi oleh pembeli sesuai kebutuhannya masing masing sehingga terbentuklah pasar. Petani tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini bila dipasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persedian pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuantung hal ini berlaku untuk setiap jenis barang. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa labalah yang menjadi motif perdagangan. Pada saat lain, ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekononomi. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan.Kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakannya sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. 5. Dinasti Abasiyyah II a) Ibnu Taimiyyah (661-728 H / 1263-1328 M) Ibnu Taimiyyah hidup semasa Daulah abbasiyah II yang berkedudukan di Kairo mulai dari Khalifah Al-Hakim I (660 H / 1262 M) sampai khalifah Al-Mustakfi I (701 H / 1302 M). Ibnu Taimiyyah mendiskusikan norma-norma Islami untuk perilaku ekonomi individual dan lebih banyak memberikan perhatian kepada 
   54   masalah-masalah kemasyarakatan seperti perjanjian dan upaya mentaatinya, harga-harga, pengawasan pasar dan lain sebagainya. Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar.Anggapan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyyah.Dengan tegas.Beliau cenderung mendukung ilmu ekonomi positif dimana harga ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, tapi bisa jadi penyebabnya adalah supply yang menurun akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun maka harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil.19 Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor.Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah swt. Dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari                                                            19Mustofa Edwin Nasution, op. cit., h. 47. 
   55   penjual, misalnya penimbunan. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan ataupun melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai. Permintaan terhadap barang acapkali berubah.Perubahan tersebut bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat-lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan seseorang terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, Ibnu Taimiyyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, harga akan naik, demikian pula sebaliknya. Menarik untuk dicatat bahwa tampaknya Ibnu Taimiyyah mendukung kebebasan untuk keluar-masuk pasar.Beliau juga mengkritik adanya kolusi antara pemebli dan penjual, menyokong homogenitas dan standarisasi produk dan melarang pemalsuan produk serta penipuan pengemasan produk yang dijual. Selain itu, Ibnu Taimiyyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap meperhatikan pasar yang tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal padahal orang-orang membutuhkan barang-barang ini, maka para penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen dan secara kebetulan konsep ini bersamaan artinya dengan apa yang disebut sebagai harga yang adil. Selanjutnya, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli. b) Ibnu Khaldun (732-808 h / 1332-1404 M) 
   56   Ibnu Khaldun hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mustakfi sampai Khalifah Al-Musta’in. Pemikirannya dituangkan dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah.Dalam bukunya tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selanjutnya ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain pada sisi penawaran tersebut. Ia mengatakan bahwa bea cukai biasa dan bea cukai lainnya dipungut atas bahan makanan di pasar-pasar dan di pintu-pintu kota demi raja, dan para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya, harga di kota lebih tinggi daripada di padang pasir.20 Pada bagian lain bukunya, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan bahwa ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga dari barang tersebut akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan berlimpah sehingga harga-harga pun akan turun. Ketika menyinggung masalah laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Sebaliknya, keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan dikarenakan pedagang kehilangan motivasi. Demikian pula dengan sebab yang berbeda, keuntungan yang sangat tinggi akan melesukan perdagangan karena permintaan konsumen akan melemah.                                                            20Ibid., h. 67. 
   57   B. Penetapan Harga yang Adil menurut Pandangan Ulama Perekonomian merupakan saka guru kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara sebagaimana yang telah kita ketahui adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada makanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal (tanpa ada pelanggaran), monopoli misalnya? maka harga akan stabil, namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.  Pemerintah Islam, sejak Rasulullah saw. di Madinah concern pada masalah keseimbangan harga ini, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pandapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga.Masing masing golongan ulama ini memiliki dasar hukum dan interpretasi. Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama tersebut, skripsi ini mengkaji penetapan harga oleh negara dalam koridor fikih dengan mempertimbangkan realitas ekonomi.  1. Kontroversi Pendapat Ulama Mengenai Penetapan Harga Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya khabar 
   58   yang diriwayatkan oleh Anas yang dikutip oleh Dr. Yu>suf Qard}hawi sebagaimana berikut: “Orang-orang mengatakan, Wahai Rasulullah, harga mulai melonjak. Patoklah harga untuk kami! Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kedzalimanpun dalam masalah darah dan harta.21 Asy-Syaukani menyatakan, khabar dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa (pematokan harga) merupakan suatu kedzaliman (yaitu penguasa memerintahkah para penghuni pasar agar tidak menjual barang barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka.22 Jika memang demikian maka hal tersebut seperti dengan perkataan kaum Syu’aib yang termaktub dalam QS Hu<d/11: 87.   (#θ ä9$s% Ü=ø‹ yè à±≈tƒ šè?4θ n=|¹r& š‚â÷æ∆ù' s? β r& x8çøI¯Ρ $ tΒ ß‰ç7 ÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u ÷ρr& β r& Ÿ≅ yè ø& ¯Ρ þ’Îû $ oΨ Ï9≡ uθ øΒr& $ tΒ (# àσ ¯≈ t± nΣ ( š¨ΡÎ) |MΡV{ ÞΟŠÎ=y⇔ø9 $# ß‰ŠÏ© §9 $# ∩∇∠∪                                                                21Yu>suf Qard}hawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 256. 22Asmuni Mth, Penetapan Harga dalam Islam:Perpektif Fikih dan Ekonomi di http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/07/penetapan-harga-dalam-Islam-perpektif.html (12 januari 2013). 
   59   Terjemahnya: Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar Kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak Kami atau melarang Kami memperbuat apa yang Kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal."23 Yang benar sebagaimana yang telah kita ketahui bersama adalah manusia dikuasakan(amanat) atas harta mereksa dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain dari Allah swt. Ini sejalan dengan hadis} yang dipakai menjadi kaidah fiqh:  راﺮِﺿ ﻻو َرﺮَﺿ َﻻ Imam Malik pernah membolehkan bagi seorang Imam untuk mematok harga. Dan Mażhab Hambali dan Syafi’i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.24 Ibnu Qudamah al Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari Mażhab Hambali menuliskan bahwasannya Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka mau. Para ulama’ dari Mażhab Syafi,i juga memiliki pendapat yang sama.25 Ibnu Qudhamah memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga.Pertama Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua                                                            23Al-Quran Al-Karim wa Tarjamatuhu Ma’aniyahu ila al-Lughat al-Andunisiyyati (Madinah: Mujma’ Khadim al-Haramain, t.th), h. 340. 24Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nadhair  (Kairo: Maktabah Ats-Tsaqafi Li An-Nasyri Wa At-Tauzi’ , 2007), h. 120. 25Asmuni Mth., op. cit., h. 126. 
   60   menetapkan harga adalah suatuketidakadilan yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.26 Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindikasikan pengawasan atas harga tidak menguntungkan.Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah dimana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan.27 Dengan demikian, para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan tentunya  jika kita perkirakan akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan yang mereka butuhkan dan membuatkan permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat. Harga meningkat dan kedua belah pihak akan menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi.  Beberapa argumentasi itu sampai di sini dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaanya dan tentunya akan mengecilkan hati para importir untuk                                                            26Ibid., h. 128. 27Abdul Fatah Idris, Fiqih Islam Lengkap (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 132. 
   61   mengimpor barang tersebut. Dan sebaliknya pada saat yang sama, akan mendorang produksi dalam negeri mencari pasar luar negeri (ekspor).  Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, dikatakan oleh Asmuni Mth, MA.serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan manekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Mażhab Maliki dan Hanafi, menganut keyakinan ini. Kalau dipahami pendapat dari Asmuni Mth, MA yang mengemukakan kontroversi antar para ulama berkisar dua poin:  Jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya perbuatan mereka itu menurut Mażhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut Syafi’i tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu.dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para distribuor (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa’id bin Musayyib, Rabiah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa’id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.28                                                            28Ibid.,.h. 134. 
   62   Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw. yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi konpensasi yang ekuivalen. Ia membuktikan bahwa Rasulullah saw. sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendekritkan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (lawakasa wa la shatata) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya yang dirasa mengganggunya.Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima konpensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah saw. membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan konpensasi harganya kepada pemilik pohon.29 Ibnu Taimiyah menjelasklan bahwa “jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan                                                            29Sudarsono Heri, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yokyakarta: Ekonisia, 2003), h. 23. 
   63   perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu.30 Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara pasti ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tak bisa dikatakan pada seseorang yang tak berfungsi sebagai penyuplai barang dagangan, sebab tak akan berarti apa-apa atau tak akan adil. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realistis untuk dipahami. Menurut Ibnu Taimiyah, barang barang yang dijual di Madinah (pada zaman Nabi) sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Jadi, Rasulullah saw. menghargai kegiatan impor tadi dengan mengatakan, “Seseorang yang mambawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang.Faktanya saat itu penduduk Madinah tidak memerlukan penetapan harga.31 Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang diutarakan Dr. Yusuf Qardhawi menggabungkan tentang dibolehkan atau tidaknya tas’ir : tas’ir  diperbolehkan jika adil dan dilarang jika ada kedzaliman.32 Dan Ibnu Khaldun pernah meneliti harga-harga di kota-kota.Ia membagi menjadi dua jenis, barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut dia bila                                                            30Ibid., h. 144. 31Ibid. h. 150. 32Yusuf  Qard}hawi, op. cit. h. 13. 
   64   suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya serta bertambah banyak maka harga-harga pokok akan mendapatkan penggandaannya. Akibat penawaran meningkat dan ini berarti penurunan harga. Adapun untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat. Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci ia menjabarkan tentang perkembangan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi pemintaan. Setelah itu ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya poduksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tesebut pada sisi penawaran.33 Dari keterangan di atas, tampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Karena itu jika tidak ada masalah dalam harga, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan pasar yang akan berperan di dalamnya.  2. Urgensi Penetapan Harga Drs. H. Asmuni Mth., MA. Mengutarakan bahwa Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tak adil dan tak sah, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplay atau menaikkan permintaan.  Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual,                                                            33Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 163. 
   65   merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya tas’ir. Dan sah jika untuk kemashlahatan bersama.34 Tak dapat dielakkan lagi bahwa penetapan harga sangat penting dan dibutuhkan sekali pada saat terjadi monopoli, ketimpangan atau kedzaliman dalam penentuan harga pada suatu pasar. 3. Penetapan Harga Pada Ketidaksempurnaan Pasar  Berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya, jika para penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal dari pada harga normal (al-qimah al-ma’rifah) dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Maka mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara, contoh sangat nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu, otoritas harus menetapkan harganya untuk penjualan dan pembelian mereka.Pemegang monopoli tak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya otoritas harus menetapkan harga yang disukainya, sehingga melawan ketidakadilan terhadap penduduk.35                                                            34Asmuni Mth, op. cit., h. 15. 35Ibid., h. 156. 
   66   Dalam poin ini, Ibnu Taimiyah menggambarkan prinsip dasar untuk membongkar ketidakadilan: “Jika penghapusan seluruh ketidakadilan tak mungkin dilakukan, seseorang wajib mengeliminasinya sejauh ia bisa melakukannya. Itu sebabnya, jika monopoli tidak dapat dicegah, tidak bisa dibiarkan begitu saja merugikan orang lain, sebab itu regulasi harga tak lagi dianggap cukup. Di abad pertengahan, umat Islam sangat menentang praktek menimbun barang dan monopoli, dan mempertimbangkan pelaku monopoli itu sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktek monopoli, Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk membeli barang dari pelaku monopoli sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin menderita.36 Karena hal itu, perlunya menasihati pemerintah untuk menetapkan harga dan pemerintah tak memperbolehkan para penjual membuat perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, tidak juga oleh para pembeli, sehingga mereka membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah, kasus serupa disebut monopoli. Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum  atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki                                                            36Henri M.B Anto, Pengantar ekonomi Mikro Islam (Yokyakarta: Ekonisia, 2003) h. 169. 
   67   hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Seseorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar tersebut.37 4. Musyawarah untuk Menetapkan Harga Meskipun dalam berbagai kasus dibolehkan mengawasi harga, tapi dalam seluruh kasus tak disukai keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga. Mereka boleh melakukannya setelah melalui perundingan, diskusi dan konsultasi dengan penduduk yang berkepentingan. Dalam hubungannya dengan masalah musyawarah penetapan harga, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya Ibnu Habib, menurutnya Imam (kepala pemerintahan) harus menjalankan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar (wujuh} ahl al-suq). Pihak lain juga diterima hadir dalam musyawarah ini, karena mereka harus juga dimintai keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual-beli dan pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah dan juga seluruh penduduk. Jadi, keseluruhannya harus bersepakat tentang hal itu, harga itu tak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka. Untuk menjelaskan tujuan gagasan membentuk komisi untuk berkonsultasi, ia mengutip pendapat ahli fikih lainnya Abu al-Walid, yang menyatakan, “Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mencari –dengan cara itu- kepentingan para penjual dan para pembeli, dan menetapkan harga harus membawa keuntungan dan kepuasan orang yang membutuhkan penetapan harga (penjual) dan tidak mengecewakan penduduk (selaku pembeli). Jika harga itu dipaksakan tanpa persetujuan mereka (penjual) dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, maka penetapan harga                                                            37Ibid., h. 130. 
   68   seperti itu berarti korup yang mengakibatkan stok bahan kebutuhan sehari-hari akan menghilang dan barang-barang penduduk menjadi hancur.38 Ia menegaskan secara jelas kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang, tak akan memperoleh dukungan secara populer. Misalnya, akan muncul pasar gelap atau pasar abu-abu atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan itu. Ketakutan seperti itu dinyatakan juga oleh Ibnu Qudamah. Bahaya yang sama, juga banyak dibahas oleh ahli-ahli ekonomi modern, karena itu disangsikan lagi, bahaya ini harus ditekan, kalau bisa dihilangkan sama sekali. Harga itu perlu ditetapkan melalui musyawarah bersama dan diciptakan oleh rasa kewajiban moral serta pengabdian untuk kepentingan umum.39 5. Penetapan Harga dalam Faktor Pasar  Asmuni mengemukakan pendapat yang dinukilnya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwasanya ketika labourers dan owners menolak membelanjakan tenaga, material, modal dan jasa untuk produksi kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar wajar, pemerintah boleh menetapkan harga pada tingkat harga yang adil dan memaksa mereka untuk menjual faktor-faktor produksinya pada harga wajar. Tak terlepas dari hal itu pendapat Ibnu Taimiyah yang juga dinukilnya menyatakan dengan, “Jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang ahli dan pengukir, dan mereka menolak tawaran mereka atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga itu untuk melindungi para pemberi kerja dan pekerja dari saling mengeksploitasi satu sama lain.” Apa yang dinyatakan itu berkaitan dengan                                                            38Ibid., h. 111. 39Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, terj. Zaial Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 97. 
   69   tenaga kerja, yang dalam kasus yang sama bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pasar. Drs. Asmuni, MA pun akhirnya menyimpulkan dengan:  a. Tak seorangpun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. b. Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur. c. Pengaturan harga selalu diperbolehkan. d. Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.40 6. Penetapan Harga Dalam Sistem Perekonomian Modern Bagian ini dapat membandingkan antara penetapan harga menurut tinjauan Islam dengan penetapan harga yang terdapat pada sistem perekonomian modern. Sebagaimana yang dimuat zonaekis.com (web khusus membahas ekonomi Islam) bahwa secara teoritis tidak ada perbedaan signifikan antara perekonomian klasik dengan modern. Teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran (suplai) dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, mekanisme perdagangan, instrumen, maupun perilakunya, yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.41 Distorsi pasar yang kompleks dalam sistem perekonomian modern melahirkan persaingan tidak sempurna dalam pasar. Secara sunnatullah memang, apabila                                                            40Ibid., h. 122. 41Diunduh,darihttp://zonaekis.com/penetapan-harga-dalam-sistem-perekonomian-modern#more-327 (17 Januari 2013) 
   70   persaingan sempurna berjalan, keseimbangan harga di pasar akan terwujud dengan sendirinya. Namun sunnatullah pula, bahwa manusia – dalam hal ini sebagai pelaku pasar tidaklah sempurna. Maka dalam praktek, banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang merusak keseimbangan pasar. Di Indonesia misalnya, secara rasional keseimbangan pasar dirusak oleh konglomerasi dan monopoli yang merugikan masyarakat konsumen, penimbunan BBM maupun beras dan kasus terakhir bebas masuknya gula dan beras impor yang dimasukkan oleh pelaku bermodal besar, sehingga suplai gula di pasar menjadi tinggi dan akhirnya turunlah harga jualnya di bawah biaya produksinya. Kasus ini jelas merugikan petani tebu dan pabrik gula lokal. Dalam ekonomi liberal atau bebas, kasus ini sah dan dibenarkan atas prinsip bahwa barang bebas keluar masuk pasar dan kebebesan bagi para pelaku pasar untuk menggunakan modalnya. Dan pemerintah atau negara tidak berhak melakukan intervensi terhadap pasar.42 Kasus-kasus di atas, bisa diselesaikan secara adil apabila negara melakukan intervensi pasar, misalnya dengan memaksa penimbun untuk menjual barangnya ke pasar dengan harga wajar, menetapkan harga yang adil sehingga pelaku monopoli tidak bisa menaikkan harga seenaknya. Para ahli ekonomi modern pun menganjurkan negara untuk menetapkan harga dalam kasus-kasus tertentu seperti di atas. Secara pasti di Indonesia pernah dilakukan penetapan harga seperti yang pernah ditetapkan Presiden Abdurrahman Wahid pada harga gabah di negara ini.Penetapan harga tersebut tertuang dalam “Inpres RI No. 8 Tahun 2000 Tentang Penetapan Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian Gabah dan Beras.”43                                                            42Ibid., h. 123. 43Diunduhdarihttp://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/04/07/prn,20040407 03,id.html (17 Januari 2013). 
   71   Kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar dalam suatu perekonomian modern, terdiri atas beberapa macam berdasarkan pada penyebabnya, yakni harga monopoli, kenaikan harga sebenarnya, dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk itu adalah peran pemerintah untuk melakukan intervensi pasar dalam rangka mengembalikan kesempurnaan pasar, salah satunya adalah dengan menetapkan harga pada keempat kondisi di atas. Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain : a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power.  b. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli.  c. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.44 Mekanisme tas’ir telah dibicarakan diatas, sedangkan secara konkretnya adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditas dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat.Apabila kenaikan harga ini disebabkan ulah para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan                                                            44Diambil darihttp://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/pematokan harga.htm (18 Januari 2013). 
   72   menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, pemerintah berhak untuk mematok harga.45 6. Pandangan  Harga ditentukan Pasar  Dalam sejarah Islam masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah saw sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas mengatakan, Harga pada masa Rasulullah saw membumbung. Lalu  mereka lapor, “Wahai Rasulullah saw, kalau seandainya  harga ini engkau  tetapkan  (niscaya tidak membumbung seperti ini), beliau menjawab, “Sesungguhnya  Allah-lah Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Menggenggam, Yang Maha  Melapangkan, Yang Maha  Memberi  Rezeki, Lagi Maha  Menentukan  Harga. Aku ingin menghadap  ke hadirat Allah, sementara  tidak ada satu orang  pun yang  menuntutku karena suatu  kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah.46  Dua dari empat mazhab terkenal, Hambali dan Syafi’i, menyatakan bahwa pemerintah tak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah salah seorang argumentator Mazhab Hambali menulis,47 bahwa imam (pemimpin pemerintah) tak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi  penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai.48                                                            45Ibid., h. 124. 46Al-Ha>fidh Ima>m Ibnu Hajar al Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam (Tasikmalaya:Pustaka Al-Hidayah, 2008). 47Abdullah Mustofa al Maraqhi, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), h. 195-196. 48A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya:  Bina Ilmu,1997), h. 111. 
   73   Ibnu Qudamah mengutip hadis} di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankannya mengatur harga:49 (1) Rasulullah saw. tidak pernah menetapkan  harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasululah akan melaksanakannya. Dan, (2) Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zhulm) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia sepakat dengan pembeliannya.  Ibnu Qudamah menganalisis penetapan harga  dari pandangan ekonomis juga mengindikasikan tak menguntungkan bentuk pengawasan  atas harga. Ia berkata;  Ini sangat nyata bahwa penetapan harga akan mendorongnya menjadi lebih mahal, sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan  harga mereka tak akan mau membawa  barang dagangannya ke suatu wilayah  dimana dipaksa menjual  barang dagangannya diluar harga yang ia inginkan. Dan para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang dagangan dan membuat permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat. Harga akan meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita  karena dibatasi dari penjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya, kenapa hal itu dilarang.50 Argumentasi itu merupakan kesimpulan sederhana bila harga ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi,                                                            49Ibid., h. 122.  50Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 57. 
   74   pada umumnya bermula dari situasi  meningkatnya permintaan atau menurunnya penawaran. Pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang rendah  akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang tersebut. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam negeri mencari pasar luar negeri atau menahan  produksinya, sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang. Akibatnya, akan terjadi kekurangan penawaran. Jadi, tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.  Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqh Islam mendukung  kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan  dalam situasi penting dan menekankan  perlunya kebijakan harga yang adil. Mazhab Maliki dan Hanafi, menganut keyakinan ini. Pandangan Harga yang Diatur  Menurut Ibnu Taimiyah kontroversi antara para ulama tentang masalah harga berkisar dua poin. Pertama, jika terjadi harga yang tinggi dipasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang  lebih tinggi daripada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut  mazhab Maliki—harus  dihentikan, tetapi bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, perbuatan mereka dibiarkan saja. Menurut Syafi’i atau penganut Ahmad bin Hambal seperti Abu Hafz Al-‘Akbari, Qadi Abu Ya’la dan lainnya mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu, demikian juga yang dinyatakan oleh M Nejatullah Siddiqi, bahwa  Islam memberikan kepercayaan sangat besar kepada mekanisme pasar.51                                                            51Monzer Kahf , Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 55. 
   75    Poin kedua dari perbedaan pendapat antara ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan, ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama bahkan Maliki sendiri, tetapi, beberapa ahli seperti Sa’id bin Musayyib, Rabi’ah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa’id dilaporkan menyetujuinya.52 Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat m enderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian  yang diakibatkan olehnya.  Abu Zahra membahas benda-benda yang menjadi milik Allah  sebagai landasan bagi pemilikan mineral oleh pemerintah, sehingga nilai produk tersebut tidak dapat dikaitkan dengan pekerja yang dipekerjakan di situ. Dia juga menekankan bahwa individu-individu tidak diperbolehkan memiliki sumber-sumber ini dan pemerintah tidak dibenarkan memberi izin pemilikan  atas sumber-sumber tersebut.53 Abdurrazzaq meriwayatkan dalam Al-Mushannaf, Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla dan Malik dalam Al–Muwatha bahwa Umar ra pernah lewat di depan Hathib bin Abi Talta’ah yang sedang berada di pasar Al-Mushalla. Di depan pedagang ini terdapat dua karung anggur kering. Umar berkata, “Bagaimana engkau menjualnya wahai Hathib?”Hathib menjawab, “Dua mud-nya seharga satu dirham”.  Lalu Umar berbicara, “Sesungguhnya telah tiba serombongan unta  yang datang dari Thaif dengan membawa  anggur kering. Anda telah mematok harga standar dan mereka mengikutinya.Kalian (para pedagang) telah membeli dari rumah-rumah penduduk kami, kalian menghancurkan kami, kemudian kalian menjualnya?Juallah satu sha’-                                                           52A. A. Islahi, op. cit., h. 114. 53Monzer Kahf, op. cit., h.  61. 
   76   nya (empat mud) dengan harga satu dirham, kalau tidak, maka janganlah berdagang di pasar kami. Berjalanlah di muka bumi ini dengan mengais barang dagangan sebagai tengkulak (al-ja>lib) yang tidak punya kios di pasar, kemudian juallah sesuai cara kalian sendiri.“54 Sedangkan dalam Al-Muwatta’, Yahya menyampaikan kepadaku, dari Malik dari Yunus ibn Yusuf dari Sa’id ibn Al-Musayyab bahwa Umar ibn Khattab melewati Hatab ibn Abi Baltha’a yang sedang mengobral anggur keringnya di pasar. Umar ibn al-Khattab berkata kepadanya, “Naikkan harga atau tinggalkan pasar kami” 55 Pada masa Umar bin Khattab pernah terjadi masa paceklik  yang disebut dengan amur ramadah yang terjadi hanya di Hijaz, sebagai akibat langkanya makanan dan pada tahun tersebut  membubung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut, bahkan sebaliknya.Beliau mengirim makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz. Sehingga berakhirlah krisis tersebut tanpa harus mematok harga.56   7. Penetapan Harga oleh Rasulullah saw.  Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw. yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya, ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang                                                            54Muhammad Abdul Aziz al-Halwi (1999), Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 369. 55Imam  Malik ibn Anas, Al-Muwatta’ (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 360. 56Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 214. 
   77   tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan  harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (‘iwad} al-mithl). Menurut Ibnu Taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan  bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya penawaran berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan penawaran.  Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah saw. sendiri menetapkan harga yag adil jika terjadi perselisihan antara dua orang, hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut:57 a) Bila dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendekritkan  bahwa harga yang adil (qimah al-adl) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan (la wakasa wa la shatata) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. b) Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang.  Pemilik tanah menemukan  adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa menganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah memerintahkan  pemilik pohon itu untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan  apa-apa. Kemudian Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.                                                            57AA.Islahi, op. cit., h. 115. 
   78    Setelah menceritakan dua kasus yang berbeda dalam bukunya Al-Hisbah, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan penetapan harga. Dalam dua kasus tersebut ia melanjutkan penjelasannya, jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu.  Salah satu alasan lagi kenapa Rasulullah saw. menolak menetapkan harga adalah, pada waktu itu tak ada kelompok yang secara  khusus hanya menjadi pedagang di Madinah. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (min jins wahid). Tidak seorang pun bisa dipaksakan untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Jika harga ditetapkan kepada siapa penetapan harga itu akan dipaksakan?. Itulah sebabnya penetapan  harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan  perdagangan dan bisnis yang manipulatif sehingga berakibat menaikkan harga. Dengan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab penetapan harga tak bisa dikenakan kepada seseorang yang tak berfungsi sebagai supplyer sebab tak akan berarti apa-apa atau tidak adil.  Menurut Ibnu Taimiyah barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kontrol apa pun yang dilakukan atas barang-barang itu akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan penawaran dan memperburuk situasi ekonomi dalam negeri. Jadi, Rasulullah saw. menghargai kegiatan impor, dengan menyatakan, seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari siapa 
   79   pun yang menghalangi sangat dilarang”, Nyatanya saat itu penduduk Madinah tak membutuhkan penetapan harga.58 C. Konsep Keadilan Harga Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanyapermintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarklan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zhalim, seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya. Dalam menjalankan praktik persaingan sempurna, satu hal yang tidak dapat dilupakan yaitu harga. Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplai menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap "keperluan" akan perubahan dalam "pemasukan" dipandang sebagai hal yang lebih penting dari pada "harga" dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi "asal-usul" kebutuhan dan suplai59.  Hal ini seperti keengganan Rasulullah pada saat diminta untuk mematok suatu harga sebagaimana dalam penjelasannya diperbolehkannya menetapkan harga. Alasan tersebut meliputi:                                                             58Ibid., h. 116. 59A. A Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1997 ), h. 105. 
   80   1. Rasulullah (pemimpin ketika itu) tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pastilah beliau akan menetapkan harga. 2. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang.  Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.60 Oleh karena itu, penggunaan konsep keadilan di dalam harga adalah hal yang sangat alami untuk dikaji. Literatur yang terkait dengan harga yang adil dapat dilihat di dalam kasus di mana seorang majikan membebaskan budaknya. Rasulullah mengatur bahwa kemudian budak tersebut menjadi merdeka dan majikannya memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur (qîmah al-‘adl).  Hal yang sama dapat dilihat dalam laporan tentang khalifah kedua Umar bin Khattab dalam menetapkan nilai baru atas uang setelah daya beli dirham turun, yang menyebabkan terjadinya inflasi. Demikian pula pada salah satu surat kenegaraan kalifah keempat Ali bin Abi Thalib, yang mengatur permasalahan barang cacat yang dijual, perebutan kuasa, memaksa seorang penimbun untuk menjual timbunannya, menetapkan harga terlalu tinggi, dan sebagainya. Secara umum tokoh-tokoh Islam berpandangan bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Lebih jauh lagi, tokoh-tokoh Islam menyebut harga yang adil sebagai harga equivalent. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa konsep harga yang adil telah ada di dalam yurisprudensi Islam sejak awal, namun belum mendapat perhatian khusus karena belum disinggung secara lebih spesifik.                                                              60Abu> Da<wud, Sunan Abu> Da<wud  (Beirut: Da>r al-Fikr,1994), III : 272, No : 3451. Hadis dari Usman bin Abî Syaibah, dari 'Affan, dari Hammad bin Salamah, dari Sabit,  dari Anas bin Malik. 
   81   Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu: Kompensasi yang setara (’iwad} al-misl) dan harga yang setara (saman al-misl). Dia berkata : "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan". Di manapun, ia membedakan antara dua jenis harga : Harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Harga yang setara merupakan istilah yang ada dalam kehidupan ekonomi dan kompensasi yang setara terkait dengan kasus moral dan kewajiban hukum yang di dalamnya terdapat analog harga. Contohnya adalah ketika seseorang menyebabkan kerusakan pada barang pribadi orang lain, atau ketika seseorang memberikan iuran atau kompensasi bagi orang yang menunjuk wakil/agen untuk melakukan transaksi perdagangan menggantikan dirinya. Ini adalah kasus nilai tukar, tetapi yang dimaksud dengan harga di sini adalah kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban. Terlihat pada pemikiran beliau, Ibnu Taimiyah membedakan antara aspek legal-etik dan ekonomi, dimana ia memakai kata kompensasi untuk yang pertama dan harga yang adil untuk yang kedua, namun secara umum keduanya merefleksikan hal yang sama yaitu harga dari sesuatu. Harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka dimana harga yang berlaku merefleksikan nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara umum, dan berlangsung pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu harga yang dijalankan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara, hal ini menandakan bahwa harga yang setara haruslah merupakan harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan.  Sasaran utama dari adanya konsep harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam perekonomian. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil, maka diperlukan 
   82   adanya konsep yang jelas mengenai pemberlakuan harga. Pemerintah sebagai otoritas harus menjamin terjadinya harga yang adil agar terjadi keadilan dalam transaksi yang terjadi di masyarakat. Harga yang adil akan memelihara masyarakat dari tindakan eksploitasi yang mungkin terjadi sekaligus melindungi hak- hak konsumen dan produsen.  Proses pembentukan harga tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan harus melalui berbagai proses yang melibatkan berbagai pihak, sehingga harga pasaran muncul berdasarkan kehendak pasar dan saling menguntungkan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran. Hal ini berarti bahwa harga yang adil adalah suatu harga yang sesuai dengan mekanisme pasar yang sedang berlaku.61                                                              61A. A Islahi, op. cit., h. 96. 
 83 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Adapun yang menjadi kesimpulan dari paparan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Penetapan standar harga jual beli sistem ekonomi Islam merupakan cara/metode yang digunakan dalam menetapkan harga yang berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli berdasarkan prinsip syariat Islam, dan tidak menimbulkan suatu kemudaratan atau kebatilan untuk mengantarkan masyarakat dalam memenuhi maqasid syariah guna mencapai falah}. Dalam arti yang lain, selama suatu sistem mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, penguasa bisa mengunakan sistem pasar terkendali dan atau sistem pasar bebas. 2. Pandangan Ulama tentang penetapan hargajual beli dalam mencapai harga yang adil dalam Islam adalah dimaksudkan agar terjaganya hak dari semua pihak, baik pembeli maupun penjual. Untuk itu perlu ditekankan disini bahwa aspek utama dalam ekonomi Islam termasuk dalam sistem pasar terutama yang berkenaan dengan penetapan harga adalah aspek moralitas. Beberapa aspek itu menyangkut persoalan integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas bila diterapkan dalam pelaksanaan sistem modern saat ini demi terwujudnya keseimbangan harga dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. B. Saran Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini adalah dari persoalan regulasi dan komitmen Islam dalam menegakkan aturan-aturan Islam dengan memberlakukan institusi Hisbah, yang memiliki tanggungjawab dan wewenang 
   84   dalam pengawasan pasar, bahkan lembaga Hisbah atau Hilayatul Hisbah dapat berlaku pada persoalan-persoalan lain yang lebih universal, seperti kesejahteraan, terpenuhinya fasilitas umum dan terjaganya hukum yang berlandaskan syariat Islam.  
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